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Pelestarian cagar budaya di Indonesia masih menghadapi tan- tangan serius, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat mengenai pentingnya cagar budaya serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Bu- daya. Hal ini berujung pada kerusakan dan kehilangan situs benda yang ber- potensi cagar budaya.fosil warisan geologi berupa fosil purba merupakan aset tak ternilai yang ada diindonesia meskipun dilindungi secara tegas,fak- tanya masih dihadapkan pada ancaman yang serius berupa perdagangan yang melawan hukum. Dengan alasan menambah pendapatan dan mening- katkan perekonomian.
Kurangnya apresasi terhadap benda cagar budaya menjadi salah satu faktor terhadap ancaman pencurian dan perusakan terhadap cagar bu- daya1.kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Masyarakat dan pemerintah terhadap nilai penting yang terkandung dalam cagar bu- daya,baik dari aspek Sejarah dan ilmu pengetahuan.masyarakat banyak me- mandang fosil sebagai cagar budaya hanya dari segi ekonominya bukan dari nilai pelestarian dan edukatifnya yang harusnya dijaga bersama.Akibatnya

[bookmark: _bookmark4]1 Zainal Muttaqin, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Benda-Benda Budaya Di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Jawa Tengah’, Inisiasi, 2021, 25–36		
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praktik jual beli,perburuan,dan perusakan benda cagar budaya masih sering terjadi diberbagai daerah di indonesia.
Fenomena ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan pene- gakan hukum terhadap tindak pelanggaran dibidang pelestarian cagar bu- daya.meskipun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar bu- daya telah mengatur mengenai perlindungan,pelestarian dan sanksi bagi pelanggar namun implementasinya dilapangan belum berjalan secara opti- mal.masih banyak kasus pencurian dan perdagangan yang melawan hukum benda cagar budaya yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.sehingga hal ini menimbulkan kesan bahwasannya pelang- garan terhadap cagar budaya merupakan kejahatan yang kurang mendapat perhatian. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pentignya pelestarian cagar budaya justru semakin memperburuk situasi .tidak hanya sedikit warga yang tanpa disadari justru ikut serta dalam praktik jual beli fosil sebagai cagar budaya,karena ketidak tahuan masyarakat bahwa Tindakan tersebut melanggar hukum.padahal,setiap benda cagar budaya memiliki nilai yang tidak ternilai bagi ilmu pengetahuan dan Sejarah.Apabila benda tersebut berpindah tangan ke pihak yang tidak bertanggungjawab,maka Indonesia akan kehilangan jejak penting peradaban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dari pemerintah pusat belum mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, diusulkan agar pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif melaksanakan pelestarian, khususnya melalui penyelenggaraan pendaftaran cagar budaya
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milik masyarakat. Dorongan ini dapat berupa kampanye kesadaran yang di- tujukan kepada pemerintah daerah dan pemilik koleksi. Pendekatan ini selaras dengan pandangan bahwa membangkitkan kesadaran masyarakat adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi cagar budaya [footnoteRef:1]sekaligus menegaskan tanggung jawab ini sebagai bagian dari Arkeologi Sektor Publik (Public Sector Archaeology). [1:  Yosua Adrian Pasaribu, ‘Kampanye Kesadaran Masyarakat Mengenai Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2010’, Kalpataru, 27.1 (2018).
] 

Secara fundamental, permasalahan ini bersumber dari pandangan umum yang masih membebankan tanggung jawab pelestarian pada Pemerintah Pusat dan hanya fokus pada bentuk bangunan atau situs. Padahal, paradigma baru yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2010 menekankan pelaksanaan pelestarian secara otonomi oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang juga diperkuat oleh Undang-Undang No- mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan perubahan besar dari peraturan sebelumnya [footnoteRef:2]yang secara umum menandakan pergeseran tanggung jawab pelestarian cagar budaya dari sentralistik menjadi desentralisasi dan partisipatif, mencakup pula cagar budaya milik masyarakat. [2:  Republik Indonesia, ‘UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya’, 1992,
1–26.
] 

Namun, meskipun semangat desentralisasi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
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dan Teknologi menunjukkan bahwa dari 100.633 objek yang telah didaftarkan ke pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, baru sekitar 52% yang berhasil diverifikasi, dan hanya sekitar 7% dari jumlah tersebut (3.910 objek) yang telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah. Artinya, secara keseluruhan baru sekitar 3,9% dari total objek yang didaftarkan yang benar-benar memperoleh status hukum sebagai cagar budaya.[footnoteRef:3] Rendahnya persentase tersebut menggam- barkan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki kapasitas kelem- bagaan dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan man- dat pelestarian sebagaimana diatur undang-undang. Banyak daerah yang be- lum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), padahal tim ini merupakan elemen penting dalam proses verifikasi dan penetapan suatu objek menjadi cagar budaya. Selain itu, minimnya anggaran daerah dan kurangnya koordi- nasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat. [3:  (wuryanti puspitasari, 2023)] 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme regulasi dan praktik di lapangan. Walaupun pelestarian cagar budaya telah diserahkan kepada pemerintah daerah, tanpa dukungan sumber daya yang memadai dan kesadaran masyarakat yang tinggi, proses pelestarian tidak akan berjalan efektif. Akibatnya, banyak objek bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan yang belum terlindungi secara hukum, sehingga rawan ter- hadap pencurian, pengalihan kepemilikan ilegal, dan perusakan. Dengan demikian, 
[bookmark: _bookmark7]penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, memperluas peran masyarakat dalam pelestarian, serta mempertegas mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk praktik jual beli fosil dan benda cagar budaya lainnya.
Upaya ini menjadi kunci agar desentralisasi pelestarian cagar budaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan undang-undang dan semangat pelindungan warisan budaya bangsa.Permasalahan lain yang muncul dari lemahnya pelaksanaan pelestarian di tingkat daerah adalah meningkatnya praktik jual beli benda cagar budaya, termasuk fosil-fosil purbakala yang memiliki nilai sejarah tinggi. Fosil sebagai bagian dari cagar budaya memiliki karakteristik yang unik, langka, dan tidak dapat diperbarui, sehingga kerusakannya akan berdampak permanen terhadap kekayaan ilmu penge- tahuan dan sejarah bangsa. Sayangnya, banyak fosil yang ditemukan masyarakat justru diperjualbelikan secara bebas, baik secara langsung maupun melalui pasar gelap, karena dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Maraknya praktik jual beli fosil ini mencerminkan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap status fosil sebagai benda cagar budaya yang dilindungi negara. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap fosil sebagai temuan pribadi yang sah untuk diperjualbelikan, padahal tindakan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menegaskan larangan memperjualbelikan benda cagar budaya tanpa


izin pemerintah. Dalam konteks ini, baik penjual maupun pembeli memiliki potensi pertanggungjawaban pidana, karena keduanya turut serta dalam proses pelanggaran terhadap ketentuan hukum pelestarian.
 Di kabupaten bojonegoro ditemukan praktik jual beli fosil hewan purba yang mencapai Rp 25 juta.situs fosil gigi hiu di desa jono juga rawan rusak akibat kurangnya pengawasan.museum13 yang mengoleksi fosil sejak 1989 menunjukkan masih adanya praktik kolekdolnatau penjualan Kembali fosil temuan.data disbupdar bojonegoro mencatat rata-rata kolektor mem- iliki sekitar 200 jenis fosil,namundata resmi terkait perdagangan fosil belum tersedia,sehingga perlindungan hukumnya masih lemah.[footnoteRef:4] Fenomena ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penegakan hukum. Meskipun ketentuan pidana sudah diatur cukup jelas dalam undang-undang, praktik penegakannya masih lemah. Banyak kasus jual beli fosil yang tidak sampai ke ranah hukum karena keterbatasan pengawasan, kurangnya pelaporan, atau minimnya kapasitas aparat dalam mengidentifikasi benda yang tergolong cagar budaya. Akibatnya, aktivitas ilegal ini terus berlangsung dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian pihak yang memanfaatkan kurangnya pengawasan pemerintah daerah. [4:  (Dianawati, 2015)] 

Dalam perspektif hukum pidana, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penjual
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dan pembeli fosil sebagai bagian dari cagar budaya dapat diterapkan secara efektif. Perlu adanya kejelasan dalam menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum, bentuk kesalahan (dolus atau culpa), serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban[footnoteRef:5]apakah hanya pelaku langsung, atau juga pihak-pihak yang turut serta, seperti perantara, kolektor, atau bahkan pembeli yang mengetahui status benda tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai cagar budaya yang dilindungi undang- undang, baik dari sisi ketentuan normatif, maupun implementasi empiris di lapangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pelestarian cagar budaya di Indonesia, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang. [5:  S Supriyadi, ‘Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27.3 (2016),
] 

Selain lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan dalam mekanisme penanganan perkara terkait pelanggaran terhadap benda cagar budaya juga menjadi kendala serius. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pelindung cagar budaya, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian, sehingga penegakan hukum ter- hadap pelanggaran kerap tidak efektif. Selain itu, pembuktian dalam perkara cagar budaya, khususnya 


fosil, juga memiliki tantangan tersendiri. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki keahlian atau akses terhadap ahli paleontologi dan arkeologi yang dapat memastikan keaslian serta klasifikasi suatu benda sebagai fosil cagar budaya. Akibatnya, banyak kasus yang akhirnya berhenti di tahap penyelidikan karena kurangnya bukti ilmiah dan keterangan ahli yang dapat memperkuat unsur pidana.
Dari sisi masyarakat, rendahnya literasi hukum dan minimnya so- sialisasi dari pemerintah membuat banyak pihak tidak menyadari bahwa fosil merupakan bagian dari cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Beberapa masyarakat bahkan beranggapan bahwa fosil yang ditemukan secara tidak sengaja dapat dimiliki atau dijual bebas, tanpa mengetahui bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Pandangan keliru ini diperparah oleh adanya pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk membeli fosil dengan harga murah dan memperdagangkannya di pasar gelap, baik di dalam maupun luar negeri. Padahal, perlindungan terhadap fosil bukan semata-mata untuk menjaga nilai ekonominya, melainkan untuk mempertahankan nilai ilmiah dan his- toris yang terkandung di dalamnya. Fosil memiliki peranan penting dalam memahami sejarah kehidupan, lingkungan, dan evolusi manusia di masa lampau[footnoteRef:6]. Jika praktik jual beli fosil terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, maka Indonesia berisiko kehilangan sebagian besar jejak sejarah alam dan budaya  [6:  (Mbah wage, 2024)] 



Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum ter- hadap fosil sebagai cagar budaya belum sepenuhnya efektif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Di satu sisi, undang-undang telah mengatur
larangan dan sanksi bagi setiap orang yang memperjualbelikan benda cagar budaya tanpa izin; namun di sisi lain, belum ada penerapan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana penjual dan pembeli fosil, agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum berjalan serta apa saja kendala yang meng- hambat pelaksanaannya. melalui analisis ini,diharapkan dapat ditemukan model pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelaku jual beli fosil sebagai bagian dari tindak pidana pelanggaran perlindungan cagar budaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di bidang pelestarian budaya, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam mem- perkuat perlindungan terhadap benda cagar budaya di masa mendatang.
Selain permasalahan lemahnya penegakan hukum, faktor sosial dan ekonomi juga turut mendorong maraknya praktik jual beli fosil di Indonesia.[footnoteRef:7] Di sejumlah daerah kaya akan peninggalan prasejarah, seperti Sangiran, Flores, dan Sukabumi, masyarakat sering kali menggantungkan hidup dari hasil penemuan fosil yang kemudian dijual kepada kolektor atau pedagang antik. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat mengabaikan nilai historis dan ilmiah dari fosil, dan lebih memilih keun- tungan ekonomi jangka   [7:  (Alif Indrayani, 2025)] 

pendek. Situasi ini menunjukkan bahwa perlin- dungan hukum terhadap fosil tidak hanya bergantung pada aspek regulasi,tetapi juga pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang menjadi bagian dari lingkungan penemuan. Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sejatinya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi benda-benda bersejarah, termasuk fosil, dari tindakan perusa- kan, pemindahan, dan perdagangan ilegal. [footnoteRef:8] [8:  (Indonesia, 2010)] 

Pasal 26 ayat (1) UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, menguasai, atau memperjualbelikan benda cagar budaya tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Namun dalam praktiknya, penegakan ketentuan ini masih belum maksimal, karena keterbatasan dalam pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya pema- haman masyarakat serta aparat terhadap substansi hukum pelestarian cagar budaya. Selain itu, belum adanya putusan pengadilan yang menonjol terkait kasus jual beli fosil sebagai cagar budaya turut menyulitkan penerapan hukum pidana di bidang ini. Banyak kasus berhenti di tingkat penyidikan karena kesulitan pembuktian dan kurangnya ahli yang dapat memastikan status suatu benda sebagai fosil cagar budaya. Hal ini menyebabkan penera- pan asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana belum dapat berjalan secara optimal, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif.Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma   hukum (das sollen) yang diatur dalam undang-undang dengan realitas pelaksanaannya (das sein) di lapangan. Peraturan telah disusun dengan baik, tetapi implementasinya belum mampu mencegah atau menekan praktik jual beli fosil secara ilegal. Padahal, jika dilihat dari sisi filosofi hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk melindungi nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat.[footnoteRef:9] Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial dan pelestarian budaya bangsa, bukan sekadar alat represif.Untuk itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai cagar budaya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 diterapkan, sejauh mana efektivitas penegakan hukumnya, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus pelanggaran tersebut. [9:  (Winata, 2025)] 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis, baik dalam pengembangan teori hukum pidana di bidang pelestarian budaya, maupun dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap upaya perlindungan benda cagar budaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pelestarian fosil yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai- nilai luhur kebudayaan nasional.Permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik jual beli fosil sebagai bagian dari cagar budaya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala mendasar. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelestarian serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran. Namun di sisi lain, pelaksanaan aturan tersebut di lapangan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga fosil sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan belum tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku jual beli fosil secara ilegal. 
Akibatnya, muncul anggapan bahwa pelanggaran terhadap benda cagar budaya bukan merupakan tindak pidana yang serius. Padahal, fosil memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Fosil tidak hanya menjadi bukti kehidupan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas bangsa yang tidak dapat diperbarui[footnoteRef:10]. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil yang termasuk da- lam kategori cagar budaya, sekaligus untuk mengetahui hambatan-ham- batan yang muncul dalam penerapannya. [10:  (MACANIA, 2023)] 

Dari sisi akademik, penelitian ini juga memiliki urgensi karena sampai saat ini pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli fosil sebagai cagar budaya masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai pelestarian dari sisi administratif, konservasi, atau kebijakan kebudayaan, tetapi belum me- nyoroti aspek hukum pidana secara mendalam. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Widiyanta (2022) hanya membahas lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya, sedangkan Timbuleng (2020) lebih berfokus pada aspek perlindungan fosil dari sisi kebijakan, bukan pada aspek tanggung jawab pidananya. sebagian besar penelitian yang ada juga lebih menyoroti cagar budaya dalam bentuk bangunan bersejarah, situs, atau artefak budaya, bukan fosil sebagai warisan geologi. Padahal, fosil memiliki karakteristik yang berbeda karena memerlukan pendekatan ilmiah dalam proses identifikasi dan pembuktiannya, serta sering kali menimbulkan permasalahan hukum mengenai kepemilikan dan penemuan. Kurangnya kajian yang menghubungkan aspek hukum pidana dengan fosil sebagai objek cagar budaya inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut.
Kesenjangan lainnya juga terlihat dari minimnya penelitian em piris yang mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penjual dan pembeli fosil di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan masih bersifat normatif dan belum menggambarkan secara nyata bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kendala yang dihadapi dalam pembuktian, serta koordinasi antarinstansi dalam   penegakan hukumnya. sehingga, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai bagian dari cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Penelitian ini tidak hanya menelaah dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga akan melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum kebudayaan, serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pelestarian, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap benda cagar budaya di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan karakteristik fosil sebagai warisan budaya yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif, terpadu, dan berorientasi pada upaya peles- tarian nilai-nilai sejarah serta identitas bangsa Indonesia.
Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membahas pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai bagian dari cagar budaya yang dilindungi negara. Selama ini, penelitian mengenai pelestarian cagar budaya lebih banyak menyoroti objek berupa bangunan, situs arkeologi, atau artefak budaya, semen- tara fosil sebagai warisan geologi masih jarang dikaji dalam konteks hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah aspek hukum pidana yang terkait langsung dengan
praktik jual beli fosil secara ilegal, sekaligus memperluas pemahaman mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik penjual maupun pembeli.
B. [bookmark: _Toc220907826][bookmark: _Toc220915034]Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penjual Dan Pembeli Fosil Sebagai Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Fosil Sebagai Cagar Budaya Di Bojonegoro?
C. [bookmark: _Toc220907827][bookmark: _Toc220915035]Tujuan Penelitian
1. Untuk menguraikan Pertanggungajawaban Pidana Bagi Penjual Dan Pembeli Fosil Sebagai Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang
2. Untuk mengetahui  Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prak- tik Jual Beli Fosil Sebagai Cagar Budaya Di Bojonegoro
D. [bookmark: _Toc220907828][bookmark: _Toc220915036]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengem- bangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum per- lindungan cagar budaya. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mem- berikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawa- ban pidana bagi pelaku penjualan dan pembelian fosil sebagai bagian dari



cagar budaya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mem- perkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ten- tang Cagar Budaya dalam konteks perlindungan benda-benda bersejarah
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi pelestarian budaya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik jual beli fosil yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan fosil sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang tinggi.
E. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc220907829][bookmark: _Toc220915037]Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris Penelitian hukum normatif-em- piris bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum yang berlaku dilaksanakan dalam ken- yataan di lapangan[footnoteRef:11] [11: H.Sunarno Edy Wibowo”Metode Penelitian Hukum”, (Surabaya:Narotama University press:2023),hlm.173
] 

2. [bookmark: _Toc220907830][bookmark: _Toc220915038]Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro,tepatnya di Desa Pan- junan kalitidu,karena di wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan temuan fosil yang cukup banyak,serta terdapat praktik jual beli fosil yang menarik untuk dikaji dari segi hukum pidana dan juga pelestarian cagar budaya.
3. [bookmark: _Toc220907831][bookmark: _Toc220915039]Metode pendekatan
Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perun- dang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar normatif pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli fosil sebagai bagian dari cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang.
2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur tindak


pidana, bentuk kesalahan (sengaja dan lalai), serta tanggung jawab hukum dalam konteks pelestarian cagar budaya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah pandangan para ahli hukum pidana dan teori- teori yang relevan untuk memperkuat dasar konseptual penelitian.
3) Pendekatan Empiris (Empiricial Approach)
Pendekatan ini dilakukan untuk melihat realitas empiris penegakan hukum terhadap praktik jual beli fosil di lapangan. Data diperoleh me- lalui wawancara dengan aparat penegak hukum, instansi pelestarian bu- daya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana imple- mentasi ketentuan hukum berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi kendala dan faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum di tingkat daerah[footnoteRef:12] [12: Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:Kencana:2005),hlm.23] 

4. [bookmark: _Toc220907832][bookmark: _Toc220915040]Sumber Data
Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :
a) Data Primer

Merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak dan serta instansi.dalam hal ini saya mengadakan penelitian secara lang- sung di museum13 yang berada di desa panjunan kecamatan kalitidu bo- jonegoro


b) Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka.ba- han tersebut berupa artikel,buku yang bukan merupakan dokumen doku- men resmi.
5. [bookmark: _Toc220907833][bookmark: _Toc220915041]Proses Pengumpulan data

Dalam melaksanakan pengumpulan data,maka saya mengklasifikasi serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil yaitu sebagai berikut :
a) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan bentuk metode komunikasi atau teknik pengum- pulan informasi Dimana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh informasi
b) Studi Pustaka

Metode ini menggunakan penelitian dan pengumpulan suatu data melalui studi kepustakaan,bahwa yang digunakan yakni bahan yang berkaitan dengan judul,bahan-bahan yang didapatkan melalui artikel,perundang- undangan,jurnal dan sebagainya
c) Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat normatif- empiris ini dilakukan dengan menggabungkan antara aturan aturan yang ada 


dan penerapannya  dilapangan. Analisis  data bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta penera- pannya terkait pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai bagian dari cagar budaya.[footnoteRef:13] [13: H.Sunarno Edy Wibowo”Metode Penelitian Hukum”, (Surabaya:Narotama University press:2023),hlm.187] 

